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Abstrak
 

Upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap

yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai jaringan pengaman. Pemberian upah harus didasari dengan peraturan

yang berlaku khususnya peraturan yang ditetapkan di setiap wilayahnya. Setiap kota atau Kabupaten telah

menentukan nominalnya tersendiri terkait Upah Minimum Kota (UMK). Tulisan ini dilatarbelakangi dengan

adanya pemberian upah kepada PT.X yang berada di kota Makassar dimana upah yang diberikan yakni di

bawah ketentuan nominal UMK yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah

penelitian yang didasari dari pandangan hukum merupakan norma-norma positif di dalam sistem perundang-

undangan hukum nasional, hal ini sangat lumrah dengan kalimat sebagai berikut “law as it is written in the

book”. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dimana metode ini digunakan

sebagai suatu proses untuk menganalisis dan menemukan suatu aturan hukum untuk menjawab

permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode

analisis data kualitatif yang dilakukan atas dasar pengumpulan data yang sistematis dan menyeluruh untuk

memperoleh jawaban terkait penelitian yang akan diteliti dengan menggunakan jenis dara sekunder.

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa perusahaan tidak berkiblat pada peraturan yang telah

ditentukan terkait pemberian upah sehingga melanggar SK Gubernur Sulawesi Selatan No. 2345/XI/2016

Tentang Penetapan Upah Minimum Kota Makassar Tahun 2017. Hal ini perlu ada perlindungan hukum

terkait pekerja yang diberikan upah dibawah ketentuan UMK yang berlaku agar hak-hak pekerja dapat

terpenuhi sebagaimana mestinya.  

......The minimum wage is the lowest monthly wage consisting of basic wages including fixed allowances set

by the Governor as a safety net. The provision of wages must be based on applica ble regulations, especially

the regulations stipulated in each region. Each city or regency has determined its own nominal related to the

City Minimum Wage (UMK). This paper is motivated by the provision of wages to PT. X which is in the

city of Makassar w here the wages given are below the nominal UMK applicable. The research method used

in this paper is research based on the view that the law is positive norms in the national legal legislation

system, this is very common with the following sentence "law as it is written in the book". The type of

research method used is normative juridical where this method is used as a process to analyze and find a rule

of law to answer the legal problems faced. This research is analytical descriptive using qualitative data

analysis methods which are carried out on the basis of systematic and comprehensive data collection to

obtain answers related to the research to be studied using secondary data types. Based on the results of the

analysis, it can be concluded that the comp any is not oriented to the regulations that have been determined

regarding the provision of wages so that it violates the Decree of the Governor of South Sulawesi No.
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2345/XI/2016 concerning the Determination of the Makassar City Minimum Wage in 2017. This requires

legal protection regarding workers who are given wages under the applicable UMK provisions so that

workers' rights can be fulfilled properly.


